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ABSTRAK 

WANEDI, Peranan Sekretariat Dewan dalam Upaya Peningkatan Fungsi 
Legeslasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Tahun 2022 Program 

Magister Ilmu Administrasi Publik, Program pasca sarjana Universitas Islam 
Malang; Komisi Pembimbing utama Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si, Pembimbing 
kedua Dr. Afifuddin,S.Ag.,M.Si. 

Kata kunci : Peranan, Sekretariat , DPRD, Legislasi , Pemerintah daerah 

Sekretaris DPRD (Sekwan) mempunyai rumusan tugas membantu 
melaksanakan segala usaha dan kegiatan DPRD yang meliputi pelaksanaan 

informasi, keuangan dan administrasi serta asistensi dalam rangka pelaksanaan 
tugas, wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Sekwan juga memiliki 

tugas melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan 
tugas sekwan, menyusun rencana, mengolah, menelaah dan menyiapkan 
koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD. 

Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam 
penelitian ini yaitu, pertama, Peranan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Malang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. dan kedua 
mekanisme kerja sekretariat DPRD berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 
Pada penelitian ini, Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan 

menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dukumentasi. 

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa sekretariat DPRD mempunyai 
tugas/peran menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan 

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan 
hak dan fungsinya. Makanisme kerja sekertariat DPRD merupakan merumuskan 

program kerja, melaksanakan kebijakan strategis, dan teknis fasilitasi pelaksanaan 
fungsi DPRD di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan; 
mengkoordinasikan fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD bidang legislasi, 

penganggaran, dan pengawasan; membina, mengawasi, mengendalikan, dan 
melaksanakan tugas kesekretariatan serta perencanaan dan keuangan; 

mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada bawahan sesuai tugas 
dan fungsinya; menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan tenaga ahli 

fraksi; mengevaluasi program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi lingkup 
Sekretariat DPRD; dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai 

tugas dan fungsi lingkup Sekretariat DPRD. Kemudian ada juga faktor-faktor 
yang Mempengaruhi Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Malang dalam Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan 

Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, Tuntutan peningkatan kualitas 
pelayanan publik. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah, Pendayagunaan 

sumber daya aparatur daerah, Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik, 
dan Manajemen Keuangan dan Aset Daerah. 



ABSTRACT 

WANEDI, The Role of the Council Secretariat in Efforts to Improve the 
Legislative Function of the Regional Representatives Council of Malang City. 

2022 Masters Program in Public Administration, post-graduate program at the 
Islamic University of Malang; Main Advisory Commission Dr. H. Slamet 
Muchsin, M.Si, the second advisor, Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si. 

Keywords: Role, Secretariat, DPRD, Legislation, Local government 

DPRD Secretary (Sekwan) has a task formulation to help carry out all 
DPRD efforts and activities which include the implementation of information, 

finance and administration as well as assistance in the context of carrying out the 
duties, powers and rights and obligations of DPRD members. The Sekwan also 

has the task of coordinating, integrating and synchronizing the entire 
implementation of the Sekwan's duties, preparing plans, processing, studying and 
preparing coordination for the formulation of DPRD leadership policies. 

Based on the background, the two issues raised in this study are, first, the 
role of the secretariat of the Regional People's Representative Council of Malang 

City based on statutory provisions. and secondly, the work mechanism of the 
DPRD secretariat is based on statutory provisions. In this study, the type of 
research used was research using a qualitative descriptive approach. Data 

collection techniques were carried out by interview, observation and 
documentation techniques. 

The results of this study indicate that the DPRD secretariat has the 
task/role of carrying out secretarial and financial administration, supporting the 
implementation of the DPRD's duties and functions, as well as providing and 

coordinating the experts needed by the DPRD in carrying out its rights and 
functions. The working mechanism of the DPRD secretariat is to formulate work 

programs, implement strategic policies, and technically facilitate the 
implementation of DPRD functions in the areas of legislation, budgeting and 
supervision; coordinating the facilitation of the implementation of DPRD 

functions in the fields of legislation, budgeting and supervision; fostering, 
supervising, controlling, and carrying out secretarial duties as well as planning 

and finance; direct the implementation of programs and activities to subordinates 
according to their duties and functions; carry out secretarial and financial 
administration, support the implementation of the duties and functions of DPRD, 

and provide faction experts; evaluating programs and activities according to the 
duties and functions of the DPRD Secretariat; and report on the implementation 

of programs and activities according to the duties and functions of the DPRD 
Secretariat scope. Then there are also the factors that influence the performance 
of the Secretariat of the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) Malang 

City in Secretarial Administration Implementation Not yet optimal implementation 
of bureaucratic reform, Demands for improving the quality of public services. 

Utilization of regional apparatus resources, Utilization of regional apparatus 
resources, Organizational Restructuring and Public Management, and Regional 
Financial and Asset Management. 



 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten/kota turut 

ditentukan oleh peran Sekretariat DPRD, artinya bahwa efektifitas 

pelaksanaan fungsi DPRD turut ditentukan oleh efektifitas pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Dalam rangka peningkatkan 

efektifitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil 

rakyat yang menyerap aspirasi rakyat, harus didukung pelayanan yang 

profesional dan berkualitas dari Sekretariat DPRD. 

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang 

kinerja DPRD, mulai dari perencanaan, proses administrasi, pengaturan 

persiapan, sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota 

DPRD, yang kerap difasilitasi oleh Sektretariat DPRD. Terbitnya 

Peraturan Daerah (Perda) tidak terlepas dari keberadaan fasilitasi 

sekretariat DPRD. Di mana, pembuatan draft Rancangan Peraturan Daerah 

(Raperda) Sekretariat DPRD memfasilitasi proses pembuatan draf Raperda 

melalui penganggaran dan penyusunan Naskah Akademik (NA) 

sebagaimana di termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, pasal 206 bahwa Sekretariat Dewan 

mengangkat dan memberhentikan kelompok pakar atau tim ahli sesuai 

dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan Daerah 

kabupaten/kota. 

Sekretaris DPRD (Sekwan) mempunyai rumusan tugas membantu 

melaksanakan segala usaha dan kegiatan DPRD yang meliputi 

pelaksanaan informasi, keuangan dan administrasi serta asistensi dalam 

rangka pelaksanaan tugas, wewenang serta hak dan kewajiban anggota 

DPRD. Sekwan juga memiliki tugas melakukan koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas sekwan, menyusun rencana, 



mengolah, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan 

pimpinan DPRD. 

Ketentuan Pasal 204 dan 205 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 telah ditegaskan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. 

Keberadaan Sekretariat DPRD yang direkrut dari PNS merupakan faktor 

pendukung bagi kesuksesan implementasi wewenang, fungsi dan tugas 

DPRD dalam menjalankan amanah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

Antara Sekretariat DPRD dengan Pemerintah Daerah merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan, karena sekretariat DPRD merupakan 

bagian integral dari pemerintah Daerah dalam kaitan kinerja DPRD. 

Sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dipertegas dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah, bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur “pelayanan 

administrasi” dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas 

dan fungsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang 

diperlukan  oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 215 ayat (1), (2) dan 

ayat (3), Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang 

Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota yang diangkat dan diberhentikan 

dengan Keputusan Bupati/walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD 

Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan secara 

teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada 

Bupati melalui sekretaris daerah. Dengan posisi yang penting di dalam 

proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sekretaris DPRD sebagai 



bahagian dari aparatur sipil negara perlu memiliki kepekaan politik dan 

profesional dalam mendukung hubungan kerja antara Pemerintah Daerah 

dan DPRD. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD 

dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas 

untuk mendukung fungsi DPRD sebagai wakil rakyat yang menyerap 

aspirasi rakyat.  

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan dualisme peran sekretariat 

DPRD sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri bagi sekretariat 

DPRD dalam menjalankan tugasnya. Pertama sebagai unsur pelayanan 

administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD 

sehingga secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada pimpinan DPRD. Lembaga DPRD pada hakikatnya ranah 

politik yang penuh dinamika dan cenderung permisif terhadap aturan-

aturan birokratis yang merupakan tugas fasilitasi sekretariat DPRD. 

Berbagai kepentingan terkait pemenuhan keuangan individu yang 

berseberangan dengan prinsip akuntabilitas birokrasi adalah salah satu 

bentuk persoalan yang sering dihadapi Sekretariat DPRD Kota Malang. 

Salah satu contohnya sering ada oknum anggota DPRD yang memaksakan 

penyelenggaraan suatu kegiatan yang tidak ada dalam Rencana Kerja 

Tahunan dan yang tidak tersedia anggarannya dalam DPA Sekretariat 

DPRD. Ketika menghadapi tuntutan dan tekanan psikologis ini dan 

sekretaris DPRD tidak cermat dapat terjerumus ke dalam perbuatan tindak 

pidana. 

Kedua, Sekretariat DPRD Kota Malang merupakan perangkat 

Daerah sehingga mulai Sekretaris DPRD sampai kepada semua staf 

berkedudukan sebagai apatur Sipil Negara. Dalam menjalankan tugas 

secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris 

Daerah. Pengangkatan Sekeratirs DPRD Kota Malang dari Aparatur sipil 

Negara menjadi dilema sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsi 

kesekretariatan DPRD. Ketetapan pengangkatan ini dari Aparatur Sipil 

Negara dimulai dari Undang-undang 22 Tahun 1999 Tentang 



Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah sampai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerinhan Daerah. Sekretaris DPRD diangkat dari PNS 

dan merupakan perangkat daerah., Karena itu profesionalisme birokrasi 

merupakan persyaratan mutlak untuk mewujudkan good governance.1 

Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur 

profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan 

publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, 

keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan 

pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis tesis 

dengan judul “Peranan Sekretariat Dewan Dalam Upaya Peningkatan 

Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Malang”. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peranan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Malang berdasarkan ketentuan perundang-undangan? 

2.  Bagaimana mekanisme kerja sekretariat DPRD Kota Malang 

berdasarkan ketentuan perundang- undangan? 

3. Bagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dalam 

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis peran sekretariat Dewan perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Malang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

2. Untuk menganalisis mekanisme kerja sekretariat DPRD berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan. 

                                                                 
1 Tjokowinoto, Pembangunan, Dilema dan Tantangan, Yogyakarta,Pustaka Pelajar, 2001, 

h. 3 



3. Untuk Mengetahui dan menganalisa Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Malang dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khazanah ilmiah dalam ilmu hukum khususnya hukum Administrasi 

Negara Dari sudut pandang praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi pengambil keputusan sehingga membuat 

regulasi sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

memperbaharui atau menyempurnakan peraturan-peraturan yang terkait 

dengan kesekretariatan DPRD. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam proses gambaran 

hasil skripsi ini, maka disusun kerangka penelitian dalam bentuk bab-bab 

skripsi secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis 

dalam bab-bab dan keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain, yakni 

sebagai berikut 

1. BAB I – PENDAHULUAN 

Pada Bab I penulisan skripsi ini berisi tentang latar belakang 

masalah, orisinalitas penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti, 

tujuan dari diadakannya penelitian, manfaat dari penelitian dan 

metode penelitian. 

2. BAB II – KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian Bab II skripsi ini berisikan kajian umum yang memuat 

sub pokok bahasan yang mengkaji, membahas, dan memuat 

agumentasi ilmiah, teori atau doktrin mengenai tinjauan umum materi 

pada penulisan ini. 

 



3. BAB III – METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian ini berisi Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, 

Subjek Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, 

Teknik Analisis Data, dan Keabsahan Data.  

4. BAB IV - HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan dan menjawab persoalan yang dipertanyakan 

dalam rumusan masalah menggunakan asas-asas, teori-teori, serta 

peraturan perundang-undangan yang terdapat di bab sebelumnya. 

5.  BAB V – PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat  

ditarik dari keselurahan isi pembahasan yang disertai dengan saran 

untuk pengembangan aturan terkait dengan Good University 

Governance maupun bahan untuk penelitian lanjutan. 

     

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Sekretariat DPRD telah berperan mendukung pelaksanaan fungsi 

DPRD Kota Malang. Rentang peranan yang ditunjukkan oleh 

Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kota 

Malang meliputi peran administrasi dan manajemen internal organisasi 

yaitu merencanakan dan melaksanakan agenda kegiatan secara 

manajerial berhubungan dengan pelaksanaan fungsi DPRD, peran 

memfasilitasi aktivitas DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, 

penganggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan 

menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh DPRD, dan 

peran koordinasi dalam hubungannya dengan pembahasan agenda 

DPRD dalam penetapan Perda terutama menyangkut pelaksanaan 

agenda pemerintahan yang menjadi perhatian masyarakat. 

2. Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No.41 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata 

Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menunjukkan 

dualisme peran sekretariat DPRD dalam menjalankan tugasnya. 

Pertama sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian 

dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sehingga secara teknis 

operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan 

DPRD. Lembaga  DPRD pada hakikatnya ranah politik yang penuh 

dinamika dan cenderung permisif terhadap aturan-aturan birokratis 

yang merupakan tugas fasilitasi sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD 

Kota Malang merupakan perangkat Daerah sehingga mulai Sekretariis 

DPRD sama pada kepada semua staf berkedudukan sebagai Apatur 

Sipil Negara. Dalam menjalankan tugas secara administratif 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 



Pengangkatan Sekretaris DPRD Kota Malang dari Aparatur Sipil 

Negara menjadi dilema sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsi 

kesekretariatan DPRD. Dengan demikian dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya mekanismenya berada di bawah koordinasi Walikota 

dan DPRD. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dalam 

Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Belum optimalnya 

pelaksanaan reformasi birokrasi, Tuntutan peningkatan kualitas 

pelayanan publik. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah, 

Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah, Restrukturisasi 

Organisasi dan Manajemen Publik, dan Manajemen Keuangan dan 

Aset Daerah. 

 

5.2 Saran 

1. Sekretaris dewan harus lebih mengetahui kedisiplinan pegawai apakah 

hanya dalam melaksanakan apel pagi saja staf tepat waktu atau pada 

saat jam kerja keluyuran. Disiplin kerja staf jangan hanya dilihat dari 

apel pagi tapi dilihat juga dari kinerja pegawai/staf itu sendiri. Staf 

sekretariat harus lebih fokus dalam menunjang fungsi legislasi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, contohnya dalam menyiapkan staf ahli 

dalam bidang hukum dan mensosialisasikan produk hukum daerah 

dikalangan masyarakat. 

2. Meningkatkan kompetensi atau kemampuan keterampilan kerja 

pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis serta meningkatkan 

koordinasi yang lebih efektif antara Sekretariat Dewan dan dengan 

pihak DPRD di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. 
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